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Penelitian ini di latar belakangi oleh Kabupaten Situbondo yang memiliki
Perda No 27 Tahun 2004 Tentang Larangan Pelacuran, tapi pelacuran masih
banyak di peraktekan dan juga dapat ditemukan beberapa kawasan lokalisasi
hingga saat ini yang masih aktif salah satunya Bandhengan, Gunung Sampang dan
warung remang-femang Yyang ada di jalur pantai utara (pantura).
Keberadaan Prostitusi bertentangan dengan Citra Situbondo sebagai Kota
SANTRI dan Bumi Sholawat Nariyah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penegakan
hukum terhadap Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2004 tentang larangan
pelacuran? 2) Bagaimana Penegakan Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2004
tentang larangan pelacuran ditinjau dari Siyasah Dusturiyah ? Tujuan penelitian 1)
Untuk mengetahui penegakan Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2004 tentang
Larangan Pelacuran di Situbondo. 2) Untuk mengetahui bagaimana penegakan
Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran ditinjau dari
Siyasah Dusturiyah.

Penelitian ini menggunakan metode Kualitatif dengan menggunakan data
primer dan sekunder. Tehnik pengumpulan data ini mengunakan tiga 3 jenis yaitu:
1) Tehnik observasi, yaitu teknik observasi dilakukan dibeberapa tempat untuk
mengetahui keadaan dan keberadaan lokasi prostitusi yang masih aktif hingga saat
ini di Kabupaten Situbondo yaitu Bandengan dan Gunung Sampang. 2) Tehnik
wawancara mendalam, Subyek yang pertama di wawancari adalah Satpol PP yang
sangat berperan aktif didalam tanggung jawab dan menjalankan peraturan daerah
nomor 27 tahun 2004 tentang larangan pelacuran. 3) Tehnik dokumentasi,
dokumentasi yaitu mempelajari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan
penegakan hukum meliputi peraturan daerah, jurnal ilmiah, buku dan website.
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis
data yang dilakukan secara interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan Peraturan Daerah
Kabupaten Situbondo No. 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran sejauh ini
belum efektif , hal ini disebabkan oleh factor kaidah hukumnya yang tidak
lengkap, hanya berfokus pada bagaimana melarang pelacuran, tetapi tidak
mengatur bagaimana penanganan setelah dilarang, faktor sarana atau fasilitas



pendukung masih sangat minim, aparat penegak hukumnya kurang menjalankan
sebagaimana tugasnya dengan maksimal dam kesadaran masyarakat untuk
berpartisipasi masih rendah. Ditinjau dari Siyasah Dusturiyah, Peraturan Daerah
Kabupaten Situbondo No. 27 Tahun 2004 tentang Larangan Pelacuran, secara
tujuan telah sesuai dengan prinsip dar'ul mafasid muqaddamun ‘ala jalbil
mashalih (mencegah kemudaratan diutamakan dibanding mengambil manfaat dari
sesuatu), namun dalam pengaturan belum komprehensif sehingga sulit ditegakkan.
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Situbondo Regency has Perda No. 27 of 2004 concerning Prohibition of
Prostitution, but prostitution is still a lot in practice and there are also several
localization areas that are still active, one of which is Bandhengan, Mount
Sampang and dimly lit stalls on the north coast route (pantura). The existence of
prostitution practices contradicts imagery Situbondo as the Santri's City and Bumi
Sholawat Nariyah.

The problems examined in this study are (1) How is law enforcement on
Regional Regulation No. 27 of 2004 concerning the prohibition of prostitution ?
(2) How the Regional Regulation No. 27 of 2004 concerning the prohibition of
prostitution in terms of Siyasah Dusturiyah? Research objectives (1) To find out
the enforcement of Regional Regulation No. 27 of 2004 concerning Prohibition of
Prostitution in Situbondo ? (2) To find out how to enforce Regional Regulation
number 27 of 2004 concerning the Prohibition of Prostitution in terms of Siyasah
Dusturiyah.

This study uses qualitative methods using primary and secondary data. This
data collection technique uses three types, namely: (1) Observation techniques,
namely observation techniques carried out in several places to determine the state
and existence of prostitution locations that are still active to date in Situbondo,
namely Bandengan and Mount Sampang. (2) In-depth Interview Techniques, the
first subject to be interviewed was the Satpol PP which plays an active role in
their responsibilities and implements regional regulation number 27 of 2004
concerning prohibition of prostitution. (3) Documentation technique,
documentation is used as data to prove research because documents are a stable
source, have natural characteristics, are not reactive, so they are easy to find with
content review techniques, besides that the results of the content study will open
opportunities to expand knowledge. The sources of data in this study use human
data sources and non-human data whose meaning is not much different from
primary data and secondary data. Analysis of the data used in this study is to use
data analysis which is carried out interactively.
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The result of this research factors causing the ineffectiveness of the
Situbondo District Regulation number 27 of 2004 concerning Prohibition of
Prostitution are that the legal principles are incomplete, only focus on how to
prohibit prostitution, but do not regulate how to handle it after being banned,
supporting facilities or facilities are still very minimal, the apparatus law
enforcers do not carry out their duties optimally and the lack of public awareness
to participate is still low. In terms of Siyasah Dusturiyah, Regional Regulation of
Situbondo District No. 27 of 2004 concerning Prohibition of Prostitution, aiming
at the principles of dar'ul mafasid mugaddamun ‘ala jalbil mashalih (preventing
poverty is prioritized over taking advantage of something), however the regulation
is not comprehensive so it is difficult to enforce.
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